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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78/Permentan/OT.140/12/2012 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 
PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik 
wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik; 

   b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu 
ditetapkan Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

   2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3058);  

   3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 
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   4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

   6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah;  

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan 
Standar Pelayanan;   

  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 
PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN. 

Pasal 1 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik 
Kementerian Pertanian seperti tercantum pada lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik 
Kementerian Pertanian ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara 
pelayanan publik  dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
publik. 

Pasal 3 

Setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik wajib menindaklanjuti 
dengan menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis dan 
karakteristik pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja 
Pelayanan Publik. 
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Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Desember 2012  
MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
SUSWONO 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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